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Abgtract: The rapid growth of loan service providers - borrowing money based on information
technology has apparently not been balanced with adequate education to the public, causing various
effects/ risks that arise from the many kinds of online loans and there are till many found unlisted or
illegal organizing companies and the potential for leaking of user personal data that can be misused
by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as any effort that
ensures legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 number 1 of UUPK. The
exigence of this UUPK, is to ensure the certainty of consumer protection law with the fulfillment of
consumer rights. The problemthat arisesiswhat are the efforts of consumersin protecting themselves
from financial technology practices in Indonesia? This research using normative juridical methods
that are descriptive analytical resultsin conclusions fromthe problems discussed, namely: Theresults
of this study show that legal protection for consumers by conducting a fintech-based corporate
supervison systemis closdly related to consumer protection law issuesthat are generally regulated in
Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers can be
protected by their rightsisto come fromthe extent of regulationsrelated to supervision and supervison
systemscarried out by the government (in this case OJK) related to fintech companiesthemsdaves The
step that must be done by the government is the implementation must be guided by Financial Services

Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 on Information Technology Lending Services.

KataKunci: legal protection, consumers, online loans

Abstrak: Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi
informas tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat,
sehinggamenimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknyamacam pinjaman onlinedan
masi h banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggarayang tidak terdaftar atauillegal sertapotens
bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau
pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian
hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimanapadaPasal 1 angkal UUPK. Keberadaan
UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya
hak-hak konsumen. Bagaimanakah upaya konsumen dalam melindungi diri dari praktek financial
technology di Indonesia? Pendlitianini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif
analitis menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, yakni : Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan
perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen
yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena
salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknyaadal ah berasal dari sgjauh manaregulas
terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait
perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya
harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Teknol ogi Informeas.

KataKunci: perlindungan hukum, konsumen, pinjaman online

PENDAHULUAN

Sd ah satu perkembangan teknologi yang
menjadi bahan perbincanganterkini di Indonesia
adal ah Financial Technology (Fintech). Salah
satu bentuk dasar Fintech adalah Peer to Peer
Lending atau startup yang menyedi akan platform
pinjaman secaraonline. Layananini merupakan
suatu terobosan dimana banyak masyarakat
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Indonesiayang belum tersentuh layanan per-
bankan (unbanked people€) akan tetapi sudah
melek akan teknologi. Layanan Fintechberbasis
P2P Lending menjadi salah satu solusi ter-
batasnya akses|ayanan keuangan di tanah air
dan mewujudkan inklusi keuangan melalui
snerginyadenganingditus-ingditus keuangandan
perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.
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Fintech merupakan suatu inovas pada
sektor finansial. Tentunya, inovas finansd ini
mendapat sentuhan teknologi modern. Kebera
daan Fintech dapat mendatangkan proses
transaks keuangan yang lebih praktisdan aman.
Fintech merupakan implementasi dan peman-
faatan teknologi untuk peningkatan layananjasa
perbankan dan keuangan yang umumnyadilaku-
kan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan
memanfaatkan teknologi software, internet,
komunikas, dankomputas terkini. Kemunculan
perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang
layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi (peer to peer atau P2P
lending) yang semakin mendapatkan perhatian
publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Ke-
uangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut
tertuang dalam Peraturan Otoritas JasaK euangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknol ogi
Informasi. POJK tersebut mengatur tentang
layanan pinjam meminjam uang berbasi s tek-
nologi informas atau bisadissbut denganpinjam
meminjam uang secarapeer to peer.

Keterlambatan pembayaran terkadang
dilakukan oleh peminjam saat mel akukan pin-
jaman. Namun, perlu diketahui dengan data-data
yang tel ah didaftarkan didalam platform tersebut
dapat membuat penyd enggaralayanan pinjaman
online mengakses semua data diri, nomor
telepon sertadata-datalannyadari handphone
penggunajasa. Belakanganini keluhan masya-
rakat mengena praktik pinjam-meminjamonline
atau financial technology (fintech) peer to
peer lending (P2P) semakin ramai menjadi
perbincangan publik. Mula dari carapenagihan
yang kasar hinggatingginya bunga pinjaman
menjadi persoalan yang paling sering dialami
masyarakat sebagal konsumen. Jenisjenispea
nggaran hukum yang dilakukan fintech tersebut
berupa penagihan yang kasar hinggapel ecehan
seksudl.

METODE

Kgianini menggunakanandiss daneva
luas hukum yang diartikan sebagai upayame-
ngetahui keadaan sebenarnya atas kondisi
hukum yangtelah adaddam rangkamemberikan

penilaian untuk mengetahui apakah tujuan
pembentukannya telah tercapai, sekaligus
mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan
norma hukum tersebut. Analisisdan evaluasi
hukum pada dasarnyamerupakan bagian dari
mekanismekontrol terhadgp normahukum yang
telah dibentuk (legal normcontrol mechanism).
M ekanisme kontrol hukum oleh yudikatif di-
laksanakan melalui “judicial review” dan oleh
lembaga legislatif dilakukan melalui “legislative
control” atau “legislative review”. Sedangkan me-
kanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga
administrasi dilaksanakan melalui “administrative
control” atau “executive review”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Financial Technology sebagai
Usaha Jasa K euangan

Padaperkembangannyadewasaini lem-
baga jasa keuangan maupun lembaga pem-
biayaan menawarkan berbagal jenisjasakeuangan,
seperti pemberian kredit, mekani sme pemba-
yaran, transfer dana, dan sebagainya. Lembaga
Jasa K euangan adalah lembaga yang mel ak-
sanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar
Modad, Perasuransian, DanaPensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Pembiayaan, dan
LembagaJasaK euanganlainnya.

Perkembangan teknologi dan sistemin-
formasi pun semakin cepat, yang berdampak
pada semakin mudah, efisien, dan efektifnya
pemanfaatan sumber dayad am oleh masyarakat.
Sal ah satu teknol ogi yang dekat dengan mas-
yarakat dan semakin banyak dinikmati yakni
penggunaan internet. Sebagal tindak lanjut dari
perkembangan internet yang semakin masif
digunakan oleh berbagai |apisan masyarakat,
maka lembaga keuangan dan lembaga pem-
biayaan bersamadengan teknologi dan sistem
informas itu sendiri melahirkaninovas, untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang
keuangan/finansial. Inovasi tersebut sering di-
kenal dengan teknologi finansia (financial
technology).

Fintech dikategorikan sebagai Lembaga
JasaK euangan Lainnya LembagaJasaK euangan
lainnyaada ah pergadaian, lembagayang menye-
lenggarakan pengel ol aan danamasyarakat yang
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bergfat wgjib, meliputi penyelenggaraprogram
jaminan sosial, pensiun, dan kesg ahteraan, se-
bagaimana dimaksud dalam peraturan per-
undang-undangan mengenai pergadaian, pen-
jaminan, lembagapembiayaan ekspor Indonesa,
perusahaan pembiayaan sekunder perumahan,
dan pengel olaan danamasyarakat yang bersifat
wajib, sertalembagajasakeuangan lain yang
dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Fintech adalah sebuah inovasi layanan
dalam |lembagakeuangan non bank yang me-
manfastkanteknologl informes sebeagal dat untuk
menjangkau konsumennya Secaraumum, dapat
diartikan bahwateknologi finansial adalahlini
bisnis berbasis pada penggunaan perangkat
lunak guna menyediakan layanan keuangan.
Perusahaan-perusahaan teknol ogi finansd pada
umumnyaadal ah perusahaan rintisan yang di-
dirikan dengan tujuan “menggangu” sistem
keuangan yang sedang berjd an dan perusahaan-
perusahaan yang kurang mengandalkan pe-
rangkat lunak.

Fintech sendiri bukan merupakan layanan
yang diberikan oleh perbankan melainkan modedl
bi snisbaru saat ini sangat membantu kebutuhan
masyarakat. Jasayang disediakan fintech telah
melakukan efisens terhadap layanan keuangary
finangd dijdankan olehlembagakeuangan bank
maupun non bank sertalembaga pembiayaan.
Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan
fintech yakni memungkinkan masyarakat
melakukan transaks keuangan, kredit, atau jasa
keuangan lainnya tanpa memerlukan proses
adminigtras yang bertele-teledan tanpadiperlu-
kan identitas pribadi pihak yang bersangkutan.
Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat
melakukan transaks, kredit atau jasa keuangan
lainnya tanpa melakukan prosedur-prosedur
yang ditetapkan ol eh |lembaga keuangan baik
bank maupun non bank serta lembaga pem-
biayaan konvensiond .®

Dimanapun dan kapanpun masyarakat
dapat melakukan transaksi, kredit atau jasa
keuangan lainnyatanpamel akukan prosedur-
prosedur yang ditetapkan oleh lembaga ke-
uangan baik bank maupun non bank sertalem-
baga pembiayaan konvensiona . Dasar hukum

penyel enggaraan fintech di Indonesiayaitu:

a) Peraturan Bl No. 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran

b) Surat Edaran Bl No. 18/22/DKSP perihal
Penye enggaraan Layanan Keuangan Digita

c) Peraturan Bl N0.18/17/PBI/2016 tentang
Uang Elektronik.

Fintechyang mula eksisdanlebih dikend
oleh masyarakat, yaitu dengan jenis Peer to
Peer Lending (sel anjutnyadisebut Fintech jenis
P2P Lending) ini bergerak dalam bidang
peminjaman uang. Mengawas fintech jenisP2P
Lending ini, OJK memiliki wewenang untuk
mengawasi dan mengatur lembagakeuangan
telah mengel uarkan peraturan mengenal layanan
Fintech jenis P2P Lendingi padatanggal 28
Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Pera-
turan Otoritas JasaK elangan Nomor 77/POJK .01/
2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasi s Teknol ogi (selanjutnyadisebut POJK
LPMUBTI).

Ddam Pasal 7POJK LPMUBT!I berbunyi
“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran
dan perizinan kepada OJK”. Dalam hal ini
penyel enggaralayanan jasa keuangan dengan
sistem fintech jenis P2P Lending termasuk
dalam lembaga keuangan non bank dan harus
berbentuk badan hukum baik Perseroan Ter-
batas maupun harus Koperasi dan harus me-
ngantongi izin dari OJK sebelum menjalankan
pengoperasiannya.

Akibat hukum yang timbul apabilatidak
mel akukan pendaftaran dan perizinan penyele-
nggarafintech jenisP2P Lending sesua dengan
yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI
addah:

a. OJK tidak akan mengawas penyelenggara
yang tidak terdaftar, jika ada kerugian
terhadap konsumen makaitu beradadiluar
tanggungjawab OJK;

b. JikaadapenyelenggaraFintech jenis P2P
Lending yang tidak terdaftar dan tidak men-
dapatkan perizinan dari OJK, makakegiatan
operas nyaakan diberhentikan olen OJK;;

c. OJK akan memberikan surat rekomendasi
kepada K ementerian Komunikas dan Infor-
matika untuk menghapus aplikasi atau
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layanan penyelenggara Fintech jenis P2P
Lending pada media sosial maupun elek-
tronik.

Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan
Konsumen L ayanan Financial Technoogy

K ehadiran perusahaan berbasisfintech di
satu si's membawakemudahan bagi konsumen
untuk lebih lduasamemilih produk yang sesua
dengan keinginan, akan tetapi di sisi lain
membawadampak negatif, dimanakonsumen
dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk
mendapatkan keuntungan setinggi-tingginyadari
pelaku usaha. Fenomenaini menyebabkan ke-
dudukan konsumen tidak seimbang dengan
pel aku usaha, dan beradapadaposis yanglemah.

Perlindungan konsumen merupakan
bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnisyang
sehat. Ddam kegiatan bi snisyang sehat terdapat
keseimbangan perlindungan hukum antara
konsumen dengan produsen. Tidak adanya
perlindungan yang seimbang menyebabkan
konsumen beradapadaposis yang lemah. Kon-
dis konsumenyanglemah dan banyak dirugikan
memer|ukan peningkatan upaya untuk melin-
dungi, sehinggahak-hak konsumen dapat di-
tegakkan.

Kedudukan pelaku usaha yang berada
padaposis yang lebih kuat, baik secara eko-
nomis maupun segi kekuasaan (bargaining
power, bargaining position) dibandingkan
dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen
sangat memerlukan bantuan advokas, perlindu-
ngan, sertaupaya penyel esaian sengketasecara
patut atas hak-hak konsumen.

Kerugian yang dialami akibat kurang
kritisnyakonsumen terhadap barang/jasayang
ditawarkan tersebut tidak terlepasdari tingkat
pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan
teknologi komunikas semakin magu, sehingga
dengan mudah dapat menjangkau masyarakat
luas. Perlindungan konsumen ditujukan untuk
menye mbangkan kedudukan konsumen dengan
pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhu-
bungan dan membutuhkan, menciptakan
kesdlarasan secaramateiil tidak sekedar formal.

DenganlahirnyaUU OJK, makaperlindu-
ngan konsumen, khususnya pada sektor jasa

keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK.

Ha ini dgpat dilihat dalam Pasa 4 UU OJK yang

berbunyi: “OJK dibentuk dengan tujuan agar

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan: (a) terselenggaranyasecarateratur,
adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secaraberkel anjutan dan stabil; (¢) mampu me-
lindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Untuk menjal ankan tujuannyatersebut,
makaPasa 5 UU OJK menjelaskanfungs dari
OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: “OJK
berfungs menye enggarakan s stem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan.” Menurut Pasal 1 angka 4 UU OJK,
“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang
mel aksanakan kegiatan di sektor Perbankan,
Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya”. Financial Technologi juga
merupakan lembagakeuangan yaitu penggabu-
ngan antarateknol ogi dan sistemfinansia atau
keuangan.

OJK memiliki kewenangan-kewenangan
yang salah satunyaadal ah kewenangan dalam
mengawas perbankan dan lembagakeuangan.
K ewenangan untuk mengawasi (right to con-
trol) ini memiliki 2 (dua) teknik pengawasan
yatu:

1. Pengawasan secaralangsung (on-site super-
vision) terdiri dari pemeriksaan umum dan
pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk
mendapatkan gambaran keadaan keuangan
bank dan/atau |embagakeuangan dan untuk
memantau tingkat kepatuhan bank terhadap
peraturan yang berlaku, sertauntuk menge-
tahui apakah terdapat praktik-praktik tidak
sehat yang membahayakan kelangsungan
usahabank;

2. Pengawasan tidak langsung (off-site
supervision) yaitu pengawasan melaui alat
pemantauan seperti laporan berkala yang
disampaikan bank dan lembaga keuangan,
laporan hasil pemeriksaan dan informasi
lannya

Seperti yang telah dijelaskan diatas, se-
baga otoritas yang berwenang mengawasi



Perlindungan Konsumen dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology (Shombing, GL, dkk) 77

perusahaan fintech di Indonesia, hinggasaat ini
OJK baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi
pengawasan perusahaan fintech, yaitu terkait
pengawasan salah satu produk fintech yaitu
Peraturan Otoritas Jasa K euangan Nomor 77/
POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang BerbasisTeknologi Informasi.
Hd ini tentu sgjasangat tidak memadai karena
banyaknyakomplekskategori bentuk kegiatan,
dan kemungkinan aktivitasyang biasadilakukan
ol eh perusahaan fintech tersebuit.

Oleh sebab itu, OJK perlu membuat
aturan yang jauh lebih lengkap dan mampu
mangakomodir berbagai kemungkinan terkait
s stem pengawasan fintech yang tidak sederhana
di Indonesia. Peranan OJK dalam memberikan
perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal
28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat di-
termpuh langkah pencegahan dan pemberantasan.
Da am rangkauntuk perlindungan konsumendan
masyarakat menurut Pasal 28 UU OJK mem-
berikan kewenangan bagi OJK melakukan
tindakan pencegahan kerugian konsumen dan
masyarakat.

Ddam hd ini OJK berwenang untuk me-
lakukan tindakan pencegahan kerugian kon-
sumen penggunafintech. Tindakan laindalam
perlindungan kepada konsumen dilakukan
upaya-upaya menampung aspirasi dari para
konsumen khususnya penggunafintech. OJK
mel akukan pelayanan pengaduan konsumenyang
dirugikan ol eh fintech termasuk membuat me-
kanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.

Terkait dengan pengawasan, salah satu
hal yang sangat mendasar yang harus menjadi
perhatian OJK adalah terkait “Transparansi”.
Terkait dengan masalah transparans tersebut,
setidaknyaadabebergpahd yang harus menjadi
perhatian mendasar olen OXK vyaitu: (1) Terkait
kewajiban seluruh perusahaan fintech untuk
mendaftarkan badan usahanyakepada OJK. Hal
ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77//POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi; (2) Terkait kewajiban
sel uruh perusahaan fintech untuk melaporkan
secararutin mengena kondisi bisnisnyakepada

OJK, termasuk trangparans mengena danayang
dikelolanya; (3) Terkait dengan instrument
khusus mengenai perlindungan konsumen serta
kerahas aan data.

Akibat hukum yang timbul apabilatidak
mel akukan pendaftaran dan perizinan penye-
lenggarafintechjenisP2P Lending sesua dengan
yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI
adalah OJK tidak akan mengawas penyeleng-
gara yang tidak terdaftar, jika ada kerugian
terhadap konsumen maka itu berada diluar
tanggung jawab OJK. Jikaadapenyelenggara
Fintech jenis P2P Lending yang tidak terdaftar
dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK,
maka kegiatan operasinyaakan diberhentikan
oleh OJK. OJK akan memberikan surat reko-
mendas kepadaK ementerian Komunikas dan
Informatikauntuk menghapusaplikas aaulaya
nan penyel enggara Fintech jenis P2P Lending
padamediasosid maupun eektronik.

Sisi lain, perlindungan konsumen yang
menggunakan layanan perusahaanfintechillega
sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut
menyebabkan perusahaan fintech illega ini
mel akukan berbagal pel anggaran terhadap kon-
sumennya. Bentuk pel anggaran tersebut berupa
pencurian data pribadi, penerapan suku bunga
pinjamantinggi hinggapenagihanintimidetif.

Persoalan tingkat suku bunga pinjaman
tinggi jugamenambah rangkaian permasalahan
dalam industri fintech. Industri fintech
menetapkan bungalebih tinggi dibandingkan
perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK
pernah menyatakan tingkat suku bungapinjaman
perusahaan fintech legal sudah mencapai 19 %
per bulan, sedangkan jumlahtingkat suku bunga
perusahaan fintech illegal diatas rata-rata
industri. Bahkan perusahaan fintechillegal ini
menawarkan bunga2-3% per hari.Jadi, sistem
pengawasan perusahaan berbasi sfintech sangat
berkaitan dengan permasal ahan hukum perlin-
dungan konsumen. Karenasalah satu kunci agar
konsumen dapat terlindungi hak-hak nyaadaah
berasa dari sjauhmanaregulasi terkait penga:
wasan dan sistem pengawasan yang dilakukan
pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait peru-
sahaan fintechitu sendiri.
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Upaya K onsumen dalam Melindungi Diri
dari Praktek Financial Technology

Bentuk perlindungan konsumen adalah
terpenuhinyahak untuk memperoleh pendidikan
konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan
konsumen harus dipenuhi agar konsumen
memperol eh pengetahuan maupun keterampilan
yang diperlukan agar dapat terhindar dari ke-
rugian akibat penggunaan produk, karena de-
ngan pendidikan konsumen tersebut konsumen
dapat menjadi |ebih kritisdantditi ddam memilih
suatu produk yang dibutuhkan.

Pemahaman konsumen terhadap produk
atau penawaran yang ditawarkan oleh fintech
sangat membantu parapengembang atau peru-
sahaan dalam menja ankan proses perlindungan
konsumen. Konsumen dituntut untuk lebih me-
mahami sertamencari tahu lebih tentang produk
yang akan mereka gunakan, konsep edukas
yang berjd an bahwa perusahaan memfasilitas
sertamengarahkan agar konsumen lebih cerdas
ddamhd memilih produk yang merekatawarkan
dengan memanfaatkan web sertaaplikasi dan
caralainnya.

Bentuk perlindungan konsumen dengan
melakukan edukasi konsumen ini pun dapat
mencegah parakonsumen salah ddam mdakukan
transaksi maupun tidak tepat dalam mel akukan
pembiayaan produk. Penye enggarajasafintech
harus memiliki mekanisme penerimaan penga-
duan dan penyel esaian sengketa. Hal tersebut
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen
menggunakan layanan atau produk yang ditawar-
kan. Konsumen dapat mel akukan pengaduan
tentang layanan yang ditawarkan, tentu hal ini
jugamenjadi evaluasi tersendiri bagi penyele-
nggarabilaadapengaduan dari konsumen, maka
penye enggaradiharapkan |ebih meningkatkan
produknyadengan baik.

K eamanan dan pemdiharaan datapribadi
konsumen juga harusdilakukan dengan baik,
dikarenakan data tersebut bersifat digital se-
hinggardatif mudahuntuk dicuri datanya. Bukan
tidak mungkin data yang masuk ke layanan
fintech disalahgunakan oleh penyelenggara
fintechitu sendiri. Oleh karenaitu terkait upaya
perlindungan terhadap data pribadi dapat
dilakukan dengan hd-hal sebagai berikut:

a) Penydenggaralayananwajib melakukan en-
skripsi data terhadap data yang berkaitan
dengan konsumen;

b) Penydenggarawgib menjagakeamanan data
konsumen,

c) Penydenggarawgib meakukan mangemen
aksesdata;

d) Konsumen mempunyai hak untuk meminta
penjelasan dari pelaku terkait penggunaan
informas dan datayang telah diberikan.

Terkait penyalahgunaan data pribadi,
padadasarnyadijelaskan bahwaddam UU ITE
penggunaan data pribadi dalam sebuah media
el ektronik harusmendapat persetujuan pemilik
data yang bersangkutan. Setigp orang yang
melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas
kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan kon-
sumen atas ciderajanji yang dilakukan penye-
lenggara, yang mdlipuiti tidak dil aksanakannya
kewajiban pembiayaan atau pelunasan oleh
penydenggara, informas, keterangan, dokumen
yang diunggah atau dipublikasi oleh penyele-
nggaradi platform adalah palsu, tidak sah dan
tidak benar dan ciderajanji lainnya.

K onsumen berhak menghentikan jangka
waktu pemenuhan kewajiban yang seharusnya
dilakukan selamamasi h berlangsungnya per-
janjianpinjam-meminjam. Sdanjutnyakonsumen
juga berhak meminta penyelenggara untuk
membayar atau melunasi sisakewgjiban yang
harus dibayarkan ol eh penyelenggara kepada
konsumen. Apabilatetap tidak adaitikad baik
dari penyd enggaramakakonsumen berhak me-
lakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Ke-
uangan sebaga lembagayang berwenang mem-
berikan sanks administratif kepada penyele-
nggara, seperti: peringatantertulis kepadape-
nyelenggara, denda, pembatal an kegiatan usaha
sampai pencabutanizinusaha.

SIMPULAN

Fintech dikategorikan sebagai Lembaga
JasaK euangan Lainnya. Fintech add ah sebuah
inovas layanan dalam lembagakeuangan non
bank yang memanfaatkan teknologi informasi
sebagai aat untuk menjangkau konsumennya.
Secaraumum, dapat diartikan bahwateknologi
finansia adalah lini bisnisberbasis padapeng-
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gunaan perangkat lunak guna menyediakan
layanan keuangan. Dengan lahirnyaUU OJK,
maka perlindungan konsumen, khususnyapada
sektor jasa keuangan turut menjadi tanggung
jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4
UU OJK yang berbunyi: “OJK dibentuk dengan
tujuan agar kesduruhan kegiatan di dalam sektor
jasakeuangan: (a) terselenggaranyasecarate-
ratur, adil, trangparan, dan akuntabd ; (b) mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil; () mampu
melindungi kepentingan konsumen dan masya-
rakat.”

Bentuk perlindungan konsumen dengan
melakukan edukasi konsumen ini pun dapat
mencegah para konsumen salah dalam me-
lakukan transaksi maupun tidak tepat dalam
melakukan pembiayaan produk. Penyelenggara
Jjasafintech harus memiliki mekanisme pene-
rimaan pengaduan dan penyel esai an sengketa.
Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan
konsumen menggunakan layanan atau produk
yang ditawarkan. K onsumen dapat melakukan
pengaduan tentang |ayanan yang ditawarkan.

Perlu adanya peningkatan upayasecara
maksimal oleh OJK selaku regulator dan pe-
ngawas dalam penyelenggaraan Fintech Peer
to Peer Lending untuk mengoptimalkan seluruh
koordinas dan kerjasamadengan stakeholders
(pemangku kepentingan) dalam penye enggaraan
Fintech Peer to Peer Lending. OJK harus
mempers gpkan secaramatang periha regulas
perangkat hukum untuk mengatur mengenal
mekani sme penyel esaian sengketa/persoalan
hukum yang akan timbul dikemudian hari atau
tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh
Penyel enggara Fintech Peer to Peer Lending
baik yanglegal (terdaftar dan berizin di OJK)
maupunillegal (tidak terdaftar dantidak berizin
di OJK).
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